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 BPRS HIK Parahyangan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 
yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Namun, salah satu kebijakan yang 
ditetapkan yakni penentuan besaran margin keuntungan yang ditetapkan sejak 
awal sebesar 1.6-3% per bulan dengan metode fat rate dirasa kurang sesuai 
dengan aturan syariah. Sehingga, dikhawatirkan tidak ada bedanya dengan kredit 
pada bank konvensional dan dapat mengurangi nilai-nilai asas syariah serta 
hilangnya tujuan dari Bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab II Asas,Tujuan, dan Fungsi 
Pasal 3.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan 
murabahah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang, mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah lebih 
dominan ditransaksikan di BPRS HIK Parahyangan, mengetahui bagaimana 
penentuan margin pada akad pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui 
bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan 
murabahah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana penulis 
berusaha menggambarkan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BPRS 
HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang dengan melakukan obsevasi dan 
wawancara secara langsung serta mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai 
dengan masalah yang diteliti dan kemudian dianalisis. 
Produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang paling diminati 
oleh nasabah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang, oleh karena itu, 
perusahaan membuat kebijakan guna mendapatkan keuntungan yang tetap dengan 
menentukan besaran rate margin sejak awal yang harus diperoleh pihak BPRS. 
Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad 
pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan sama seperti pelaksanaan 
produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah lainnya. Penentuan besaran rate 
margin sejak awal merupakan salah satu kebijakan BPRS guna mendapatkan 
keuntungan tetap dan penyesuaian terhadap tingkat pengembalian keuntungan 
Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari analisis fiqih muamalah, pelaksanaan akad 
pembiayaan murabahah telah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 
Namun, untuk kebijakannya, penentuan besaran rate margin yang harus diperoleh 
dan metode perhitungan harga jual yang digunakan yaitu metode flat rate diduga 
tidak sesuai dengan prinsip syariah karena sama dengan metode bunga pada bank 
konvensional. Asas keterbukaan dalam fiqih muamalah harus menjadi landasan 
bagi perbankan syariah khususnya BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang 
Soreang, untuk senantiasa transparan dalam menentukan laba dan keuntungan, 
agar terjadi rasa saling percaya, tolong menolong dan saling menguntungkan baik 
bagi nasabah maupun pihak bank serta terhindar dari unsur riba. 
